? /0 ume 11 Nomﬂr 1 April 2026

{2541 -0938 P-ISSN 2657-1528 ;
RiAL EENDIDIKAJN EKONOY

f;r "?3'-'- -c,“




Jurnal Pendidikan Ekonomi (JURKAMI)
http://jurnal.stkippersada.ac.id/jurnal/index.php/JPE
JURKAMI Volume 11, Nomor 1, 2026

KINERJA PENGELOLAAN ASET DAERAH: ANALISIS KESIAPAN,
KAPABILITAS, DAN TANTANGAN BERBASIS PAMF PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Johni Sonder®, Ferdinand?, Sunaryo Nenengg, Lelo Sintani*, Usup Riassy Christa®, Meitiana®,
Agus Satrya Wibowo’, Dicky Perwira Ompusunggu®
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Palangka Raya, Indonesia
X Corresponding Author Email: studilanjut22@gmail.com
Author Email: ferdinand@feb.upr.ac.id, s nenengtuah@feb.upr.ac.id, lelosintani@feb.upr.ac.id,
usupriassy@feb.upr.ac.id, meitiana@feb.upr.ac.id, agussatrya@feb.upr.ac.id,
dickyperwira@feb.upr.ac.id

1,2,3456,7,8

Abstract:
Article History: This study evaluates the asset management performance of the Provincial
Received: November Government of Central Kalimantan using the Public Asset Management
2025 Framework (PAMF), which comprises asset identification, needs analysis, asset
Revision: February lifecycle management, and performance measurement. A descriptive qualitative
2026 approach is applied using secondary data from the Audit Board of Indonesia,
Accepted: February the Ministry of Home Affairs, the Ministry of Public Works, and the Central
2026 Statistics Agency, supported by document analysis, interviews, and assessment

Published: April 2026  instruments. The findings indicate that asset identification is conducted

regularly; however, data quality remains inadequate due to inaccurate
technical information, missing assets, and uncertified land parcels. Needs

Keywords: analysis is not based on asset utilization data nor aligned with public service
Public Asset requirements. Asset lifecycle management remains reactive, while performance
Management; measurement is the weakest element because asset indicators are not integrated
Pamf; into the government accountability system. This study is limited by its reliance
Government on secondary data, its qualitative design, and its focus on a single provincial
Performance; government. Nevertheless, the findings provide a basis for improving
Asset Lifecycle; institutional capacity and strengthening regional asset management systems.

Central Kalimantan.

Abstrak:
Sejarah Artikel: Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kinerja pengelolaan aset Pemerintah
Diterima: November Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan Public Asset Management
2025 Framework (PAMF) yang meliputi identifikasi aset, analisis kebutuhan,
Direvisi: Februari 2026 manajemen siklus hidup aset, dan pengukuran Kkinerja. Pendekatan yang
Disetujui: Februari digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder dari
2026 BPK, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, dan BPS, yang

Diterbitkan: April 2026 didukung analisis dokumen, wawancara, serta instrumen penilaian. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa identifikasi aset telah dilakukan secara rutin,

Kata kunci: namun kualitas data masih rendah akibat informasi teknis yang tidak akurat,
Pengelolaan Aset aset yang tidak ditemukan, dan banyaknya tanah yang belum bersertifikat.
Daerah; Analisis kebutuhan belum berbasis data pemanfaatan maupun kebutuhan
Pamf; layanan publik. Pengelolaan siklus hidup aset masih bersifat reaktif, sementara
Kinerja Pemerintah pengukuran kinerja menjadi aspek terlemah karena belum terintegrasi dalam
Daerah; sistem akuntabilitas pemerintah. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada
Siklus Hidup Aset; penggunaan data sekunder, pendekatan kualitatif, serta fokus pada satu
Kalimantan Tengah. pemerintah provinsi. Meskipun demikian, hasil penelitian memberikan dasar
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penguatan tata kelola aset daerah.
How to Cite: Johni Sonder, Ferdinand, Sunaryo Neneng, Lelo Sintani, Usup Riassy Christa,
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PENDAHULUAN

Pengelolaan aset daerah merupakan
fondasi penting bagi keberhasilan tata
kelola pemerintahan modern karena aset
publik tidak sekadar berupa fisik seperti
gedung, jalan, atau lahan, tetapi merupakan
sumber daya strategis yang menentukan
kualitas pelayanan publik, kapasitas fiskal,
dan keberlanjutan pembangunan daerah
Anggraeni dan Sugianto (2017). Pada
banyak wilayah di Indonesia termasuk di
Kalimantan Tengah, aset pemerintah
provinsi  meliputi infrastruktur  dasar,
fasilitas kesehatan, perkantoran, lahan
produktif, aset pendidikan, sarana
transportasi, serta aset lain yang secara
langsung terkait dengan pelayanan kepada
warga. Aset tersebut hanya akan
memberikan manfaat optimal apabila
dikelola secara profesional, terukur, dan
akuntabel. Karena itu, kajian terhadap
kinerja pengelolaan aset menjadi penting
terutama  ketika  pemerintah  daerah
menghadapi tuntutan transparansi, efisiensi,
dan digitalisasi dalam era reformasi
birokrasi dan tata kelola publik.

Di Indonesia, regulasi mengenai aset
publik telah mengalami perkembangan
sejalan dengan semangat New Public
Management yang menekankan efisiensi,
efektivitas, dan akuntabilitas dalam sektor
publik sebagaimana dijelaskan Sarker
(2006). Pemerintah  pusat  mengatur
pengelolaan aset melalui Undang Undang
Keuangan Negara dan Perbendaharaan
Negara yang kemudian dijabarkan dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
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Negara dan Daerah. Namun berbagai
penelitian menegaskan bahwa meskipun
regulasi sudah komprehensif,
implementasinya  di  daerah  belum
sepenuhnya efektif. Hanis et al. (2010)
menemukan bahwa pemerintah daerah di
negara berkembang, termasuk Indonesia,
sering menghadapi  masalah  terkait
inventarisasi  yang  tidak  mutakhir,
ketidaksiapan sistem informasi,
keterbatasan sumber daya manusia, dan
lemahnya budaya dokumentasi aset.
Kondisi tersebut menciptakan kesenjangan
antara regulasi dan praktik, terutama ketika
aset publik yang nilainya besar tidak
dikelola berdasarkan analisis kebutuhan
dan siklus aset yang memadai.

Dalam konteks Kalimantan Tengah,
tantangan  pengelolaan aset semakin
kompleks karena wilayah yang luas,
karakteristik geografis yang beragam, serta
kebutuhan infrastruktur yang meningkat
seiring  pertumbuhan  penduduk dan
ekspansi  layanan  publik.  Provinsi
Kalimantan Tengah memegang aset
strategis berupa jalan provinsi, fasilitas
pelayanan pemerintah, kawasan
perkantoran, lahan negara, infrastruktur
pertanian serta aset penunjang lainnya yang
menjadi tulang punggung penyelenggaraan
pemerintahan. Pengelolaan aset dengan
kualitas rendah  dapat menimbulkan
berbagai dampak seperti inefisiensi
anggaran, aset terlantar, pemanfaatan tidak
optimal, bahkan potensi kehilangan aset.
Oleh  karena itu, penting  untuk
mengevaluasi  kemampuan  Pemerintah
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Provinsi  Kalimantan Tengah dalam
memenuhi prinsip pengelolaan aset publik
yang sistematis.

Kajian internasional mutakhir
menunjukkan bahwa pengelolaan aset
publik di berbagai negara maju telah
berkembang menuju pendekatan yang lebih
strategis, terintegrasi, dan berbasis kinerja.
Studi di Selandia Baru, Inggris, Kanada,
dan  Australia  menunjukkan  bahwa
penerapan Public Asset Management
mampu  meningkatkan  efisiensi  dan
akuntabilitas pemerintah melalui
pemanfaatan  sistem  informasi  aset
terintegrasi, pengelolaan siklus hidup aset
secara  sistematis, serta  penggunaan
indikator Kkinerja aset dalam pengambilan
keputusan (McKellar, 2020; Too & Too,
2021). Aset publik tidak lagi dipandang
sebagai beban administratif, melainkan
sebagai investasi jangka panjang yang
memerlukan perencanaan pemeliharaan dan
pembaruan  berbasis prinsip lifecycle
management untuk menjaga keberlanjutan
layanan publik (Ameyaw & Chan, 2022).
Davis  (2021) menegaskan  bahwa
manajemen  aset merupakan  proses
berkelanjutan yang bertujuan meningkatkan
ketersediaan, keandalan, dan umur manfaat
aset melalui keputusan berbasis data yang
akurat dan mutakhir.

Di kawasan Asia, Malaysia telah
mengembangkan pendekatan yang lebih
terstruktur melalui Total Asset
Management Manual (TAMM) sebagai
pedoman nasional pengelolaan  aset
pemerintah federal. Penelitian terbaru
menunjukkan bahwa TAMM mencakup
kebijakan, prinsip, siklus manajemen aset,
serta panduan operasional yang mendorong
perencanaan aset terintegrasi lintas instansi
(Yusof & Ahmad, 2021; Yusof, 2023).
Namun demikian, efektivitas implementasi
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TAMM sangat dipengaruhi oleh kesiapan
sumber daya manusia, intensitas pelatihan,
akses terhadap pedoman teknis, serta
kemampuan instansi dalam memanfaatkan
sistem digital pengelolaan aset seperti
mySPATA (Rahman et al., 2022). Temuan
ini menegaskan bahwa keberadaan regulasi
dan pedoman formal belum cukup tanpa
dukungan kapasitas kelembagaan dan
sistem birokrasi yang adaptif.

Konteks Indonesia menunjukkan pola
permasalahan yang relatif konsisten dalam
pengelolaan aset daerah. Penelitian terbaru
menemukan bahwa praktik pengelolaan
aset pemerintah daerah masih cenderung
berorientasi pada pemenuhan kewajiban
administratif ~ dan  pelaporan, tanpa
didukung oleh sistem manajemen aset yang
komprehensif dan berbasis kinerja (Tirayoh
et al., 2021; Tirayoh & Kewo, 2023). Studi
empiris di beberapa pemerintah daerah
menunjukkan  permasalahan  berulang
berupa inventaris aset yang tidak mutakhir,
tingkat pemanfaatan aset yang rendah, serta
lemahnya mekanisme monitoring dan
evaluasi pemanfaatan aset publik (Pekei et
al.,, 2021; Elim et al.,, 2022). Penelitian
lanjutan menegaskan bahwa kendala utama
pengelolaan aset daerah terletak pada
lemahnya kerangka kelembagaan,
keterbatasan kualitas data, serta rendahnya
pemahaman  aparatur terhadap nilai
strategis aset publik dalam mendukung
pelayanan dan keberlanjutan fiskal daerah
(Hanis et al., 2020; Kaganova, 2021).
Kondisi tersebut berpotensi menghambat
efektivitas  pelayanan  publik  serta
meningkatkan risiko inefisiensi dan tekanan
fiskal jangka panjang.

Public Asset Management
Framework (PAMF) dipandang sebagai
pendekatan sistematis yang relevan untuk
mengevaluasi  kinerja pengelolaan aset
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daerah dalam konteks tersebut. Kerangka
PAMF menekankan empat elemen utama,
yaitu identifikasi aset, analisis kebutuhan,
manajemen  siklus hidup aset, dan
pengukuran kinerja aset yang saling
terintegrasi dalam mendukung pengambilan
keputusan publik yang akuntabel dan
berbasis bukti (Hanis et al., 2020; Ameyaw
& Chan, 2022). Identifikasi aset berfungsi
memastikan ketersediaan data yang lengkap
dan akurat mengenai jenis, nilai, lokasi,
kondisi  fisik, serta status legal aset.
Analisis kebutuhan menjadi dasar dalam
menentukan prioritas pemanfaatan,
pengembangan, atau penghapusan aset
sesuai kebutuhan  layanan  publik.
Manajemen siklus hidup aset
memungkinkan perencanaan pemeliharaan
dan pembaruan secara sistematis guna
meningkatkan efisiensi alokasi anggaran.
Pengukuran kinerja aset berperan menilai
kontribusi aset terhadap pencapaian tujuan
organisasi dan nilai manfaat yang
dihasilkan  dibandingkan biaya yang
dikeluarkan.

Tingkat kesiapan pemerintah provinsi
dalam  menerapkan PAMF  sangat
ditentukan oleh kapabilitas sumber daya
manusia, ketersediaan sistem informasi aset
yang terintegrasi, serta dukungan regulasi
dan kelembagaan daerah. Kajian mutakhir
menunjukkan bahwa reformasi pengelolaan
publik hanya dapat berjalan efektif apabila
didukung oleh kompetensi manajerial yang
memadai dan budaya organisasi yang
menjunjung transparansi serta akuntabilitas
(Mahmudi, 2020; Mikesell,  2021).
Pengalaman pemerintah daerah di negara
maju menunjukkan bahwa keberhasilan
implementasi manajemen aset sangat
bergantung pada kejelasan  struktur
organisasi, pembaruan basis data aset

secara berkala, serta koordinasi lintas unit
kerja yang kuat (Ngwira et al., 2021; Too &
Too, 2021). Prinsip tersebut relevan
diterapkan pada pemerintah daerah di
Indonesia, termasuk Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah, yang perlu
memastikan bahwa instansi pengelola aset
seperti BPKAD memiliki kapasitas teknis,
sistem pelaporan yang andal, serta
dukungan kelembagaan yang memadai..

Kalimantan Tengah sebagai provinsi
dengan wilayah yang luas menghadapi
tantangan khusus berupa distribusi aset
yang tersebar, kebutuhan inventarisasi yang
kompleks, serta disparitas kemampuan
antar unit organisasi. Pemerintah provinsi
memegang aset jalan provinsi yang
melintasi berbagai kabupaten, gedung
layanan publik di wilayah terpencil, lahan
negara, dan fasilitas vital lainnya. Dalam
konteks tersebut, sistem manajemen aset
yang terintegrasi menjadi  kebutuhan
mendesak karena ketiadaan data yang
akurat dapat menyebabkan  belanja
pemeliharaan tidak efisien dan
menghambat pemerataan pelayanan publik.
Idris (2020) mencatat bahwa nilai aset
pemerintah Indonesia terus meningkat
sehingga risiko kehilangan atau kerusakan
aset tanpa pengelolaan yang baik juga
meningkat. Karena itu penguatan sistem
informasi aset berbasis digital menjadi
prioritas bagi provinsi seperti Kalimantan
Tengah.

Perspektif teoretis mutakhir
memandang pengelolaan aset publik bukan
sekadar kewajiban administratif, melainkan
sebagai  instrumen  strategis  dalam
penciptaan nilai publik. Literatur public
value menegaskan bahwa aset publik
berfungsi sebagai modal strategis yang
memperkuat kapasitas pemerintah dalam
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menyediakan  layanan, = meningkatkan
kesejahteraan  sosial, serta  menjaga
keberlanjutan  fiskal daerah (Osborne,
Radnor, & Nasi, 2021; Mazzucato &
Kattel, 2023). Pengelolaan aset yang efektif
memungkinkan pemerintah
memaksimalkan  manfaat sosial dan
ekonomi, sementara pengelolaan yang
lemah berpotensi menurunkan kualitas
layanan dan memicu Ketidakpuasan
masyarakat. Kajian tata kelola kolaboratif
juga menekankan bahwa aset publik
merupakan elemen kunci dalam
pembentukan  public value, sehingga
perencanaan aset perlu dilakukan secara
transparan, partisipatif, dan selaras dengan
tujuan pembangunan daerah (Bovaird &
Loeffler, 2020; Bryson et al.,, 2022).
Pendekatan  tersebut  relevan  bagi
pemerintah provinsi, termasuk Kalimantan
Tengah, dalam memperkuat tata kelola aset
berbasis nilai publik.

Literatur terbaru juga menempatkan

digitalisasi sebagai komponen krusial
dalam manajemen aset publik modern.
Penelitian menunjukkan bahwa

keberhasilan transformasi tata kelola digital
sangat ditentukan oleh kesiapan data,
interoperabilitas  sistem, dan integrasi
antarunit organisasi pemerintahan (Mergel,
Edelmann, & Haug, 2019; Gil-Garcia et al.,

2020; Kettunen & Kallio, 2022).
Implementasi  sistem  inventaris  aset
berbasis digital memungkinkan

pemutakhiran data yang lebih cepat dan
akurat, pemantauan kondisi aset secara real
time, serta analisis tingkat utilisasi dan
kebutuhan pemeliharaan secara lebih
efektif. Pendekatan ini menjadi semakin
relevan bagi pemerintah daerah dengan
wilayah dan portofolio aset yang luas
seperti Provinsi Kalimantan Tengah, yang
membutuhkan  sistem informasi  aset

JURKAMI Volume 11, Nomor 1, 2026

terintegrasi untuk mendukung pengambilan
keputusan berbasis bukti dan peningkatan
kualitas layanan publik.

Pertimbangan atas berbagai
perspektif teoretis dan empiris menegaskan
urgensi kajian mengenai Kinerja
pengelolaan aset Pemerintah  Provinsi
Kalimantan Tengah sebagai bagian dari
upaya penguatan tata kelola publik daerah.
Kajian ini penting untuk menilai tingkat
kesiapan  pemerintah  provinsi  dalam
menerapkan Public Asset Management
Framework (PAMF) secara komprehensif,
mengingat besarnya nilai aset publik dan
perannya dalam mendukung pelayanan
serta keberlanjutan fiskal daerah. Penelitian
ini  berfokus pada evaluasi akurasi
pencatatan aset, kualitas perencanaan
kebutuhan aset, efektivitas pengelolaan
siklus hidup aset, serta keberadaan
pengukuran Kinerja aset yang terintegrasi
dengan sistem akuntabilitas pemerintah.
Analisis  juga mencakup kapabilitas
kelembagaan, ketersediaan dan integrasi
sistem informasi aset, kompetensi sumber
daya manusia, serta budaya organisasi yang
mempengaruhi implementasi pengelolaan
aset daerah. Temuan penelitian diharapkan
tidak hanya memberikan gambaran objektif
mengenai kondisi faktual pengelolaan aset
di tingkat provinsi, tetapi juga menjadi
dasar perumusan rekomendasi strategis
yang relevan dan aplikatif  untuk
mendorong transformasi pengelolaan aset
dari pendekatan administratif menuju
manajemen aset strategis berbasis nilai
publik.

Secara konseptual, pengelolaan aset
daerah yang baik harus berlandaskan
prinsip akuntabilitas, transparansi,
profesionalitas, dan efisiensi. Prinsip
tersebut sejalan dengan semangat reformasi
birokrasi dan penguatan good governance.
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Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
yang wilayahnya luas dan infrastrukturnya
berkembang pesat membutuhkan sistem
pengelolaan aset yang dapat mendukung
pelayanan publik yang berkelanjutan.
Dengan menerapkan PAMF  sebagai
kerangka evaluasi, pemerintah provinsi
dapat mengetahui kelemahan dan kekuatan
dalam mengelola aset sehingga mampu
mengambil langkah penguatan yang tepat.

Kajian ini diharapkan dapat memberi
kontribusi teoritis dan praktis. Secara
teoritis penelitian ini memperkaya literatur
mengenai penerapan PAMF dalam konteks
negara berkembang terutama pada tingkat
pemerintah provinsi. Secara praktis hasil
penelitian dapat menjadi dasar bagi
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
untuk memperkuat sistem informasi aset,
menyusun rencana pemeliharaan aset
berbasis asset lifecycle, serta meningkatkan
kapasitas sumber daya manusia. Dengan
demikian pengelolaan aset yang lebih
efektif dapat membantu  pemerintah
menyediakan  layanan  publik  yang
berkualitas dan menjaga keberlanjutan
fiskal daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif — deskriptif —untuk
menggambarkan secara mendalam kondisi
faktual pengelolaan aset pada Pemerintah
Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan
kerangka Public Asset Management
Framework atau PAMF. Pendekatan
kualitatif dipilih karena isu pengelolaan
aset tidak hanya berkaitan dengan catatan
administratif atau angka dalam laporan
keuangan, tetapi juga melibatkan proses
kelembagaan, dinamika koordinasi, pola
kerja sumber daya manusia, dan interpretasi

regulasi yang membutuhkan pemahaman
kontekstual. Pendekatan deskriptif
membantu peneliti menelusuri fenomena
sebagaimana adanya tanpa melakukan
manipulasi  variabel  sehingga  hasil
penelitian dapat mencerminkan kondisi
sebenarnya dalam sistem pengelolaan aset
provinsi.

Lokus penelitian adalah Pemerintah
Provinsi Kalimantan Tengah dengan fokus
utama pada Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah sebagai instansi teknis yang
memiliki kewenangan penuh terhadap
pencatatan, perencanaan, pemanfaatan, dan
penghapusan aset daerah. Pemilihan lokus
didasarkan pada pertimbangan bahwa
pemerintah provinsi memiliki portofolio
aset yang luas, beragam, dan tersebar pada
berbagai perangkat daerah sehingga
mencerminkan kompleksitas pengelolaan
aset sektoral maupun lintas wilayah. Selain
itu tingkat provinsi juga memiliki posisi
strategis dalam memastikan kesesuaian
implementasi pengelolaan aset dengan
ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2014 serta pedoman teknis yang
berlaku secara nasional.

Pengumpulan data dilakukan melalui
wawancara mendalam, analisis dokumen,
dan  observasi terbatas. Wawancara
dilakukan secara semi terstruktur kepada
informan yang dipilih menggunakan teknik
purposive sampling, yaitu pejabat struktural
bidang aset, staf teknis pengelola
inventaris, serta pengguna barang pada
perangkat daerah. Teknik ini digunakan
agar informasi yang diperoleh relevan dan
memiliki ~ kedalaman  analisis  yang
memadai. Wawancara menggali aspek
proses inventarisasi, sistem informasi aset,
perencanaan kebutuhan, pola pemeliharaan,
serta mekanisme penghapusan aset. Telaah
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dokumen dilakukan terhadap laporan
inventaris, daftar nominatif barang milik
daerah, dokumen penilaian aset, rencana
pemeliharaan, laporan audit, dan dokumen
perencanaan. Analisis terhadap dokumen
dilakukan untuk mengetahui akurasi data,
keteraturan pencatatan, serta kesesuaian
dengan standar regulasi. Observasi terbatas
dilaksanakan untuk melihat praktik nyata
pengelolaan aset termasuk alur Kerja,
penggunaan aplikasi pencatatan,
mekanisme  verifikasi, serta interaksi
antarunit dalam proses pemutakhiran data.

Data yang diperoleh dianalisis
menggunakan teknik analisis tematik.
Tahap awal analisis dimulai dengan
menyalin transkripsi wawancara,
mengorganisasi dokumen, dan menuliskan
catatan observasi. Selanjutnya peneliti
melakukan proses coding untuk
mengidentifikasi tema kunci yang berkaitan
dengan empat elemen PAMF vyaitu
identifikasi aset, analisis kebutuhan, siklus
hidup aset, dan pengukuran kinerja. Tema
tersebut kemudian disusun menjadi pola
pemahaman yang lebih luas untuk melihat
hubungan antarfaktor seperti kapabilitas
kelembagaan, kualitas sistem informasi,
kompetensi SDM, dan faktor regulatif yang
memengaruhi implementasi pengelolaan
aset. Seluruh temuan diperiksa kembali
dengan  membandingkan  data  dari
wawancara, dokumen, dan observasi untuk
memastikan konsistensi.

Keabsahan data dijaga melalui
triangulasi sumber dan teknik. Informasi
dari pejabat struktural, staf teknis, serta
dokumen resmi dibandingkan  untuk
memastikan tidak ada bias atau kekeliruan
interpretasi. Triangulasi teknik dilakukan
dengan mengonfirmasi hasil wawancara
menggunakan dokumen dan observasi
lapangan. Selain itu peneliti melakukan
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member  checking kepada beberapa
informan  untuk  memastikan  bahwa
interpretasi data sesuai dengan kondisi
sebenarnya. Dengan pendekatan ini
penelitian mampu memberikan gambaran
komprehensif mengenai kesiapan,
kapabilitas, dan tantangan pemerintah
provinsi dalam mengelola aset sesuai
prinsip PAMF.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pengelolaan aset Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah masih berada dalam
fase  transisional  dari  pengelolaan
administratif menuju pengelolaan strategis
berbasis prinsip Public Asset Management
Framework (PAMF). Walaupun berbagai
proses pencatatan dan pelaporan telah
dilakukan secara rutin, penerapan elemen-
elemen manajemen aset modern—seperti
identifikasi aset yang komprehensif,
analisis  kebutuhan berbasis layanan,
pengelolaan siklus hidup aset, serta
pengukuran Kinerja aset—belum berjalan
secara optimal. Agar pemahaman menjadi
holistik, pembahasan ini mengintegrasikan
data publik, instrumen penilaian, teori
manajemen aset internasional, serta
penelitian terdahulu.

Identifikasi Aset

Identifikasi aset merupakan fondasi dari
seluruh proses manajemen aset. Dalam
konteks Pemerintah Provinsi Kalimantan
Tengah, data publik menunjukkan bahwa
pencatatan aset sudah dilakukan sesuai
prosedur, namun kualitas datanya masih
jauh dari sempurna. Laporan Hasil
Pemeriksaan BPK-RI Tahun 2023 atas
LKPD Provinsi Kalimantan Tengah
mencatat beberapa hal penting, yaitu:
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1. 340 bidang tanah belum
bersertifikat, sehingga status legal
aset masih belum pasti.

2. 19 aset tidak ditemukan
keberadaannya secara fisik,
meskipun tercatat dalam daftar
inventaris.

3. 12 aset memiliki nilai dan kondisi
yang tidak mutakhir sehingga
menimbulkan  kesalahan  dalam
penyajian neraca.

4. Terdapat aset dengan total nilai Rp
17 miliar yang tidak sesuai kondisi
fisiknya.

Total nilai aset Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah pada LKPD 2023
mencapai Rp 19,98 triliun, terdiri dari aset
lancar, investasi jangka panjang, aset tetap,
dan akumulasi  penyusutan.  Namun,
besarnya nilai tidak mencerminkan kualitas
pengelolaan jika data dasar tidak akurat.
Untuk memahami posisi identifikasi aset,

penelitian menggunakan instrumen
penilaian sebagai berikut.
Tabel 1: Penilaian Identifikasi Aset Provinsi Kalimantan Tengah
Indikator Temuan Skor Kategori
Akurasi data Terdapat aset tidak ditemukan 3 Sedang
Kelengkapan data Banyak aset tanpa informasi luas, kondisi, nilai 2 Rendah
teknis wajar
Dokumen legal 340 bidang tanah belum bersertifikat 3 Sedang
Sistem pencatatan SIMDA BMD belum sepenuhnya terintegrasi 3 Sedang
Validasi lapangan Tidak dilakukan secara rutin 2 Rendah
Rata-rata skor: 2,6  Sedang

Sumber: Data primer diolah, 2025

Temuan di atas menunjukkan bahwa
identifikasi aset masih belum memenuhi
standar minimum untuk  mendukung
pengambilan keputusan strategis. Padahal,
literatur menegaskan bahwa kualitas data
aset adalah faktor kunci manajemen aset.
Kaganova (2012) menyatakan bahwa
negara berkembang sering gagal karena
data aset tidak akurat. Peterson (2017)
menunjukkan bahwa data aset yang tidak
mutakhir menyebabkan kesalahan estimasi
kebutuhan pemeliharaan dan potensi
kerugian fiskal.

Pada tingkat global, Naito dan Sano
(2020) menemukan bahwa pemerintah
lokal di Jepang yang memiliki inventaris

aset lengkap dapat menghemat hingga 20
persen biaya pemeliharaan. Kondisi ini
sangat relevan bagi daerah seperti
Kalimantan Tengah, yang memiliki
wilayah luas dan portofolio aset yang besar.
Dengan demikian, identifikasi aset yang
kurang lengkap di Provinsi Kalimantan
Tengah tidak hanya merupakan persoalan
administratif, tetapi juga menyangkut risiko
fiskal dan kualitas layanan publik.

Analisis Kebutuhan Aset

Analisis kebutuhan aset memberikan
arah bagi pengadaan, pemanfaatan, dan
pengembangan aset publik.  Namun
penelitian menemukan bahwa Pemerintah
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Provinsi  Kalimantan Tengah  belum
memiliki pendekatan analisis kebutuhan
berbasis data layanan publik. Sebagian
besar pengadaan mengikuti pola historis
(tahun sebelumnya) tanpa mengaitkannya
dengan beban layanan atau proyeksi
kebutuhan.

Hal ini tampak jelas pada data belanja
modal provinsi. Berdasarkan Statistik
APBD Kemendagri (2023), belanja modal
Provinsi Kalimantan Tengah meningkat
14,2 persen dibandingkan  tahun

JURKAMI Volume 11, Nomor 1, 2026

sebelumnya. Secara teoritis, peningkatan
belanja modal seharusnya berbasis pada
peningkatan  kebutuhan layanan atau
perluasan fungsi perangkat daerah. Namun
dokumen perencanaan kebutuhan aset
menunjukkan  bahwa sebagian  besar
pengadaan tidak dilandasi kajian kebutuhan
formal (needs assessment). Indikasi paling
kuat tentang lemahnya analisis kebutuhan
terlihat pada aset kendaraan dinas. Data
berikut merupakan gabungan data publik
BPK dan BPKAD 2023.

Tabel 2: Tingkat Utilisasi Kendaraan Dinas Provinsi Kalimantan Tengah

Jenis Kendaraan Jumlah Terpakai Tidak Dipakai Utilisasi
Mobil operasional 32 22 10 68,7%
Mobil jabatan 14 14 0 100%
Sepeda motor 87 59 28 67,8%
Sumber: Data primer diolah, 2025
Dari tabel terlihat bahwa tingkat Hendarmin ~ (2019)  menemukan
utilisasi masih di bawah standar efisiensi 80 bahwa 27 persen pengadaan barang

persen (OECD, 2015), namun pengadaan
kendaraan baru tetap diajukan oleh
beberapa perangkat daerah. Ini
menunjukkan bahwa analisis kebutuhan
tidak menggunakan data pemanfaatan aset
sebagai dasar pengambilan keputusan.
Menurut Too dan Too (2021), pengadaan
aset tanpa menganalisis utilisasi dapat

menyebabkan inefisiensi  fiskal yang
signifikan.
Dalam  sektor pendidikan dan

kesehatan, pola serupa juga muncul. Data
BPS Kalimantan Tengah 2023 mencatat
bahwa provinsi mengelola 225 SMA/SMK
negeri, 58 puskesmas, dan beberapa unit
layanan  kesehatan  vertikal.  Namun
dokumen rencana kebutuhan sarana
prasarana pendidikan dan kesehatan tidak
berbasis analisis kondisi aset eksisting
maupun beban layanan, sehingga sulit
menentukan prioritas investasi.

pemerintah daerah tidak memiliki dasar
kebutuhan yang kuat. Penelitian terbaru
oleh Ameyaw dan Chan (2022)
menunjukkan bahwa ketiadaan evidence-
based asset planning adalah penyebab
utama kesenjangan layanan di negara
berkembang. Temuan penelitian ini
konsisten dengan studi tersebut dan
menunjukkan perlunya reformasi mendasar
dalam perencanaan kebutuhan aset di
Provinsi Kalimantan Tengah.

Manajemen Siklus Hidup Aset

Elemen ketiga PAMF menekankan
pentingnya pengelolaan aset sepanjang
siklus hidupnya: mulai dari perolehan,
pemanfaatan, pemeliharaan, rehabilitasi,
hingga penghapusan. Namun Pemerintah
Provinsi  Kalimantan Tengah  masih
menerapkan pemeliharaan yang bersifat
reaktif, bukan preventif.
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Data PUPR (2023) menunjukkan:

1 Panjang jalan provinsi Kalimantan
Tengah :1.577 km
Kondisi Baik: 57%
Sedang :24%

4  Rusak ringan/berat : 19%
Ketika hampir 1 dari 5 km jalan

provinsi  dalam  kondisi  rusak, ini
menandakan belum adanya predictive
maintenance yang memadai.

Tabel 3: Kondisi Fisik Gedung Layanan Publik Provinsi Kalimantan Tengah (BPS,

2023)

Jenis Layanan Jumlah Gedung Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Berat
SMA/SMK Negeri 225 162 49 14
Puskesmas Provinsi 58 36 17 5
Kantor Perangkat Daerah +50 34 11 5

Sumber: Data primer diolah, 2025

Kondisi gedung yang rusak sedang
dan berat menunjukkan bahwa
pemeliharaan tidak dilakukan sesuali
pendekatan lifecycle. Davis (2019) dan
Setiagama et al (2024) menekankan bahwa
asset  lifecycle  management  dapat
mengurangi biaya pemeliharaan jangka
panjang hingga 30 persen. Sementara itu,
Grubisic dan Nizic (2015) menegaskan
bahwa  pola  pemeliharaan  reaktif
menyebabkan infrastruktur cepat
mengalami degradasi dan menimbulkan
biaya rehabilitasi yang lebih besar.

Dalam wawancara, perangkat daerah
menyampaikan bahwa usulan pemeliharaan
sering tidak masuk prioritas karena
keterbatasan anggaran dan tidak adanya
condition assessment resmi. Hal ini
menyebabkan aset tertentu dibiarkan
menurun  kondisinya selama bertahun-
tahun. Proses penghapusan juga masih
terhambat oleh dokumen vyang tidak
lengkap. Beberapa aset rusak berat
sebenarnya sudah tidak layak, tetapi tidak

dapat dihapus karena tidak memiliki
dokumen legal yang sah. Kondisi ini

menunjukkan perlunya reformasi
menyeluruh dalam perencanaan
pemeliharaan  berbasis  kondisi  di

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Pengukuran Kinerja Aset

Pengukuran Kkinerja aset adalah
bagian paling kritis dalam PAMF, karena
menentukan seberapa besar aset publik
memberikan public value. Namun temuan
penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah

Provinsi  Kalimantan Tengah  belum
memiliki indikator Kkinerja aset yang
terukur.  Dokumen  SAKIP  Provinsi

Kalimantan Tengah 2023 (KemenPAN-
RB) memberikan nilai BB (78,32), tetapi
tidak memasukkan indikator aset dalam
perjanjian kinerja. Akibatnya, penggunaan
aset tidak dapat dihubungkan langsung
dengan pencapaian kinerja perangkat
daerah.
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Tabel 4: Penilaian Pengukuran Kinerja Aset Provinsi Kalimantan Tengah

Indikator Temuan Skor
Indikator aset tersedia Tidak ada 1
Integrasi ke SAKIP Tidak ada 1
Pelaporan pemanfaatan Sangat terbatas 2
Analisis manfaat aset Tidak dilakukan rutin 2
Pengambilan keputusan berbasis kinerja Belum diterapkan 1

Sumber: Data primer diolah, 2025

Tanpa indikator kinerja, aset publik
berpotensi tidak digunakan secara optimal.
Mikesell (2021) menekankan bahwa
performance-based asset management
merupakan  kunci untuk memastikan
hubungan antara aset dan hasil layanan
publik. Sementara itu, Ngwira et al. (2019)
menemukan bahwa pemerintah daerah yang
menggunakan  indikator aset  dapat
meningkatkan produktivitas aset hingga 35
persen. Dengan tidak adanya pengukuran
kinerja, Pemerintah Provinsi Kalimantan
Tengah  berisiko  mengulang  pola
penggunaan aset yang tidak efisien setiap
tahun, terutama di sektor pendidikan,
kesehatan, dan perkantoran.

Kapabilitas Kelembagaan dan Sistem
Informasi

Analisis  kapabilitas menunjukkan
bahwa struktur pengelolaan aset sudah
tersedia, tetapi kapasitas SDM dan sistem
informasi masih belum memadai. Staf
pengurus barang sebagian besar belum
mendapatkan pelatihan teknis manajemen
aset. Sistem SIMDA BMD belum
terintegrasi penuh dengan perangkat daerah
sehingga data sering terlambat diperbarui.
Penelitian Ameyaw dan Chan (2022) di
Ghana menyatakan bahwa lemahnya
kapasitas SDM dan sistem informasi adalah
hambatan utama negara berkembang dalam
mencapali manajemen aset yang efektif.

Kondisi serupa terlihat di Provinsi
Kalimantan Tengah.

Sintesis Pembahasan: Posisi
Provinsi Kalimantan Tengah dalam

Spektrum PAMF

Jika dilihat keseluruhan, posisi pengelolaan
aset Pemprov Kalimantan Tengah dapat
digambarkan sebagai berikut:

1. Identifikasi Aset

Sedang

Analisis Kebutuhan: Rendah

Siklus Hidup Aset: Rendah—Sedang

Pengukuran Kinerja: Sangat Rendah
5. Kapabilitas Kelembagaan: Sedang

Dalam teori Kaganova (2012), daerah yang

skornya seperti ini berada dalam kategori

administrative asset management, bukan

strategic asset management.

Itu berarti:

1 Aset dikelola untuk memenuhi
kewajiban pelaporan, bukan untuk
memaksimalkan  nilai  layanan
publik

2 Pengadaan cenderung reaktif dan
tidak berbasis perencanaan

3 Pemeliharaan  lebih  menunggu
kerusakan

4 Tidak ada indikator kinerja untuk
memastikan  aset  memberikan
manfaat optimal

5 Potensi pemborosan dan risiko
fiskal cukup tinggi

>N

PENUTUP
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Empat elemen utama Public Asset
Management Framework (PAMF), yaitu
identifikasi aset, analisis kebutuhan aset,
manajemen  siklus hidup aset, dan
pengukuran Kinerja aset, serta
menyimpulkan bahwa pengelolaan aset
daerah masih  berada pada tahap
administrative asset management dan
belum berkembang menjadi manajemen
aset strategis yang berorientasi pada
peningkatan  kualitas layanan publik.
Temuan menunjukkan bahwa meskipun
inventarisasi aset dilakukan secara rutin,
kualitas data masih belum memadai akibat
aset yang tidak ditemukan, informasi teknis
yang tidak lengkap, dan banyaknya tanah
yang belum bersertifikat; perencanaan
kebutuhan aset belum berbasis data
pemanfaatan ~ dan  beban  layanan;
pengelolaan siklus hidup aset masih
bersifat reaktif tanpa dukungan condition
assessment dan perencanaan pemeliharaan
jangka panjang; serta pengukuran Kinerja
aset belum terintegrasi dalam sistem
akuntabilitas kinerja pemerintah seperti
SAKIP. Implikasi manajerial dari temuan
ini menegaskan  perlunya perbaikan
menyeluruh melalui penguatan basis data
aset, penerapan analisis kebutuhan berbasis
bukti, pengembangan pemeliharaan aset
berbasis  kondisi, serta  penyusunan
indikator kinerja aset yang terhubung
langsung dengan tujuan layanan publik dan
kinerja organisasi. Penelitian ini memiliki
keterbatasan karena menggunakan
pendekatan kualitatif dan bertumpu pada
data sekunder serta satu lokus penelitian,
sehingga belum memungkinkan
pengukuran dampak kuantitatif pengelolaan
aset terhadap kinerja layanan dan belum
dapat  digeneralisasikan ke  seluruh
pemerintah  daerah; namun demikian,

temuan penelitian ini memberikan dasar
konseptual dan praktis yang kuat bagi
perumusan strategi peningkatan kapasitas
kelembagaan dan modernisasi tata kelola
aset di tingkat pemerintah provinsi.
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